
& .f

<«A

BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 13 TAHUN 2016

*w^.n TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

beberapakidS fe^ff^ °ferah ^agaimana telahTahun 2015 tenSS Pen^v, ffl Undan«-U»dang Nomor 9
Nomor 23 Tatan 20,1 t?n» oKedUa 8taS Undang-UndangDaerah n^^014*^^*?^^^, -Sepal!
Anggaran Pendapatan dan Mani DaeSh ^?D, T'T
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRni „ >,} pada
persetujuan bersama; ' ' Untuk me"Peroleh

b' BdZa^aer^APBn^ ^ Anggara" ^apatan dandaC huruf^ m^P' ^ d'aJUkan ^bagaimana dimaksud

kebijakan ^^APB^serta prioridan^iT ^^
sementara yang telah disemLti T P °" ang^™"
Daerah den^an^PRD K^ten Ogt 1^ ^ Pmerinteh

C" dbata™huru7:iaS;urfIhimbT8aHn ^bagaimana dimaksud
Daerah KabupaSog ™ll!r'. *"*^^ de"gan Peraturan

Indent T?hun 19?7 &T '^TV68^ RepuWik

rrir- - -™assss^gss

Menimbang: a.



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuansan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nLoTS££
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

3' K^u»itendoin°T ^ ^ 2°°3 ^^ ^mbentukanKabupaten Ogan Komenng Ulu Timur, Kabupaten Oean
Komenng Ulu Selatan, dan Kabupaten dgan IHrdT Proving
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repubfik IndonesiatX"
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347)T

4. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharafln
Sr^^amtr T&T ***** ^onel/th^o"iNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5' Pe^tloW^n T^ 15 .^^ 2°°4 tentang Pem^saan^engelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomoAo SS
Lembaran Negara Nomor 4400); ^

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421); "«"i«m

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
lambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
t u ?™oUS Daemh ^mb*™* Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan
Peraturaii Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
lahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Nomor^^) ^ "^ 82' Tambahan ^aran Negara

n^rlg~^ndaZg N°Tr 23 TahUn 2°14 tentan§ PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
NoZr «™ T*™bahan ^mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)-



12. Peraturan Pemerintah Nomor on -r u
Pembinaan dan Pengawasan At^°°l tentangPemerintahan Daerah (liSb^ST N. o Pen^elenggaraan
Tahun 2001 Nomor 4T!S NeTgara. ReP^blik Indonesia4090); 41' Tambahan Lembaran Negara Nomor

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 r u
Kedudukan Protokoler dan ^ I&hUn 2004 tentang
DpRD (Lembaran Ne^^ dan A™
90, Tambahan Lembaran N^I Indonesia Tahun 2004 Nomor
telah diubah de^^tu^TS ^] sebaga^ana
2007 tentang P^I^kZI^^ ^^ 2I TahunNomor 24 Tahun Sft § ^ Perat™ Pemerintah
Keuangan pimpingdan AngToL De"^ ftx*0koter danDaerah (Lembaran NeW R^l^T? Perwak*an Rakyat
Nomor 47, Tambahan lJ™L f Pm k Indonesia Tahun 2007, iamoanan Lembaran Negara Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 , ♦
Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmu ° n k^
Negara Republik Indonesia Tahun Ton^i (LembaranLembaran Negara Nomor 450^f N°m°r 48' Tambaban

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahnn inn* * .
Perimbangan (Lembaran Negara Renubliff w^^ Dana2005 Nomor 137 Tambahan tk Kepublik Indonesia Tahun^ ic5/, lambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun onn* + +
Informasi Keuangan Daerah n u 2005 tentang Sistem
Indonesia TahuSsNom^lSS^fifr f6^ RePublikNomor 4576) sebagaiman^telah Tambaban^mbaran Negara
Pemerintah Nomor f ^hun 2tl 07. f dC58*n PeratUranPeraturan PemerintahNomorK ShS^ AtM
Informasi Keuangan DaerSi J™h m tang Sistem
Indonesia Tahun 2mONomof110^?"? ?e§ara RepublikNomor 5155); °' Tambah*n Lembaran Negara

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun inn* .
Pengelolaan Keuangan Daerah n u °5 tentanS
Indonesia Tahun 2005^ Nomor 140 ^ T TNegam RepublikNomor 4578); ' Tambahan Lembaran Negara

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun inn* * *
Penyusunan dan Penera^ SnTnH ^ i^te^ Moman
(Lembaran Negara RenuhST h d5 PeIayanan MinimalTambahan l5»^£^™- ^05 Nomor 150,

19K:uaangan ES^t^^-2™ **"* Pel~Republk IndnonKeraT^rS120^
Lembaran Negara Nomor 4614); ' Tambahan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20(17 ♦ ♦

PetS 0UaTaah P^^ ^U^»S
Kabupaten/KotTumba^rN^RepuMkt!f^ •"9007 T\w>,~„ oo «, , . negara Kepublik Indonesia Tahn«



21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 9nm + .
Akuntansi Pemerintahan n^Lu m 10 tentanS Standar
Tahun 2010 Nornor^S tt^iT Nf8BI? RepUbUk Indonesia5165); 3' Tambahan Lembaran Negara Nomor

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun om i * *

iNomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 9m9 * + „.t ,

ssfs'Sr regr R-«b- .ndfniLte?rugn H2?5Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

24' ScSan^d'311,NOm°r 7° TahU" 2015 tenta"8 J™-an
iNomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5740);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dala^Negeri No™?
Ir^TeZ6^^ IPedd°man P.Tel°laan K6Ua^ Sinenta iNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentane
^Zn^mitn/^Tr Menterf Dalam Negeri°Nomorta32gW«? 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan B^W
Daerah. (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2oT2 N^mor

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir^mbtran
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 26o7, Nomor 20 Seri E)

28 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
No8mnor 3K^h***"* ******* °^ ** ™™ *Sn« I vZ ] seba§aimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2014 teS
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan mf
DaTh VfUn 20°8 tentang Pembentukan Or^Lsi Dinas
^ffiuXSa,^ °aerah Kab—

29 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
T^T^OsT mr {^haTan °aerah Kabupatn Ogt ^Pefaturan n T°J u Seri D) sebagaimana diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2014
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DaerahKabupaten
L°egmb a^Z4nLtr 2°^^a- -"kanS££S



30 "zr.^L^T^ss r-s; v^""5
KaCairor^udf™ <— s=

TatuT^^mo^,^^ ^ **£?<££

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN ham
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN^Sn^

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai benkut;

2 B^Zatan RP' 1-592.452.966.274,92,-
"Ja Rp. 1.614.152 966.274.92;-

Surplus/fDefisit) Rp.(21.700.000.000,00)
3. Pembiayaan

a. Penerimaan R 22.500.000.000,00 -
b. Pengeluaran Rp. sOO.OOO.OOaOO,-

Surplus/(Defisit) Rp^l^paOOOOOO^O^
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri HaW •
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 283.501^63 6^3 00 '
b. Dana penmbangan sejumlah Rp. 1.068.504.156 000 00
c Lain-lam pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.24o'.447 146 601 92
aX*Tven%^ S6bagaimana ^^ *ada «** <U b-uf ate'rdiri
a. Pendapatan pajak daerah sejumlah Rp. 178.607.578 191 00 -
b. Retnbusi daerah sejumlah Rp. 28.126.542.482 00 -
d Sn 1a?n gel°!f^ kek^aan daerah yang dipisahkan Rp.3.500 000 000 00d. Lam-lam pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.73 267 543 000 00

(2)



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 164.726.364.000,00,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 625.366.456.000,00,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 278.411.336.000,00,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah Rp. 550.000.000,00,-
b. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 62.053.079.601,92,-
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 0,00,-
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

sejumlah Rp. 0,00,-
e. Pendapatan lain-lain sejumlah Rp. 177.844.067.000,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 1.614.152.966.274,92,-
b. Belanja langsung sejumlah Rp. 713.155.240.436,00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 615.472.511.244,00,-
b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 3.600.000.000,00
c. Belanja Hibah sejumlah Rp Rp. 15.606.228.600,00,-
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 2.476.007.773,00,-
e. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 1.414.870.075,00,-
f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.260.928.108.146,92,-
g. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 14.031.169.000,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 246.495.633.793,00,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 452.628.437.643,00,-

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp.22.500.000.000,00,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp.800.000.000,00,-,-

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelum (SILPA)

sejumlah Rp. 22.500.000.000,00,-
b. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00,-

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah

Rp. 800.000.000,00,-



Pasal 5

d^ud^^^T^t^trtL^Beianja Daerah sebagaimanat»dak terpisahkan dari^S^^ffl^^™
1• Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran Ila

4. Lampiran lib

5. Lampiran III

6. Lampiran IV

7. Lampiran IVa

8. Lampiran IVb

9. Lampiran V

10. Lampiran VI

11 • Lampiran VII

12. Lampiran VIII

13. Lampiran IX

14. Lampiran X

15. Lampiran XI

16. Lampiran XII

17. Lampiran XIII

Ringkasan APBD;

SntrinTh^f60 "^ °rg™ ^ U—
Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan
Pemerintahan;

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis
Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis
Belanja dan Jems Pengeluaran;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja untuk Keselarasan dan
Keterpaduan, Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
Daftar Piutang Daerah

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lam-lam;

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
aaiam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan dan;
Daftar pinjaman daerah



Pasal 6

Pasal 7

d^angkan03^11 ^"^ °^ ^ ™»«* berlaku sejak tangga.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal n, 6 ^^ 2016

Pit. BUPATI OGAN ILIR,

dto

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal ^D Ifee^

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

2016

M. ILYAS PANJI ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR :13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN ( \z )

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABJ^TEN OGAN ILIR

ARDHA MLtftfR, SH, M. Si
Pe^bina/fk. I (IV/b)
N/P. 19631111 198503 1007




